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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang bagi Bapak dan Ibu sekalian yang berkesempatan hadir dalam rangka kegiatan “Temuwicara dan Penyebarluasan NSPM Bidang Penataan Ruang dan  masukan Teknologi Bidang Kimpraswil”.

Saya meyakini bahwa bapak dan ibu berniat sungguh-sungguh untuk memanfaatkan acara  ini sebaik-baiknya.  Acara ini saya anggap penting, karena memang kita semua merasakan adanya kebutuhan untuk menangkap berbagai aspirasi, saling sinergi, dan saling berinteraksi untuk dapat meningkatkan kemampuan kita masing-masing.  Hal ini diperlukan karena kita sedang menghadapi paradigma transparansi dan desentralisasi, dan sejalan dengan itu juga menghadapi tantangan globalisasi terhadap kegiatan penataan ruang.

Dalam kesempatan yang baik ini, secara khusus kami berharap akan terjadi “sharing of experience” dan ‘transfer of knowledge” yang intensif, yang dapat  memberikan input balik buat pemerintah pusat dalam meningkatkan kinerja pelayanannya.

Para hadirin sekalian,

Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, ada dua hal yang dapat dilakukan pemerintah pusat dalam mempoisisikan dirinya. Pertama adalah dengan memfasilitasi peningkatan kemampuan pemerintah daerah, Pemerintah sebagaimana digariskan oleh UU 22/1999, memfasilitasi dengan cara pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

Peran yang kedua adalah pemerintah pusat sebagai “penjaga” kepentingan nasional yang berkewajiban menangani issue-issue nasional yang strategis, lintas sektor, dan lintas wilayah perlu mengeluarkan kerangka perencanaan makro seperti pola dan struktur tata ruang nasional.  Pada tingkatan rencana makro  tersebut, yang merupakan fokus adalah upaya untuk mewujudkan struktur wilayah nasional melalui upaya mensinergikan antar kawasan yang antara lain dicapai dengan pengaturan hirarki fungsional yaitu : sistem kota-kota, sistem jaringan prasarana wilayah, serta fasilitas  kerjasama lintas propinsi,. Kabupaten, dan kota.

Pada hakekatnya otonomi daerah mengandung makna yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi daerah untuk mengatur “rumah tangga”nya masing-masing.  Secara eksplisit ini berarti bahwa masing-masing daerah mengatur alokasi sumber daya serta tata cara pengelolaannya.  Dalam konteks tersebut juga terkandung makna, untuk melayani masyarakatnya secara langsung.  Dengan demikian daerah juga mengemban tanggung jawab negara (nasional) dalam rangka pelayanan masyarakat.  Karena itu, saya tekankan bahwa : tidak hanya wewenang yang telah didelegasikan oleh pemerintah pusat kepada daerah, tetapi juga kewajiban pelayanan masyarakat.  Karena itu, daerah-daerah harus semakin inovatif dan krearif  dalam pengelolaannya, agar hak-hak masyarakat atas pelayanan daerah dapat  tercapai.

Dalam konteks pengelolaan sumberdaya, diperlukan suatu “wisdom” dalam pelaksanaannya.  Maksudnya adalah pengelolaan sumberdaya harus dapat dijadikan sebagai alat pencapaian kesejahteraan bagi masyarakat seadil-adilnya dan sebijaksana mungkin. Karena itu, pengelolaan sumber daya haruslah diikuti dengan suatu penataan ruang, dimana arahan lokasi pengelolaan sumberdaya alam juga termasuk di dalamnya, sehingga sumberdaya yang dikelola dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakatnya.

Penataan ruang harus selalu mengedepankan masyarakat dalam setiap  prosesnya. Pada kondisi demikian masyarakatlah yang menjadi penentu keputusan, dan pemerintah menjadi pendorong atau fasilitator bagi proses tersebut.  Hal ini yang sering dikatakan sebagai suatu penataan ruang yang berbasis masyarakat (community driven planning).  Karena itu, pemerintah harus mengupayakan bentuk-bentuk partisipasi yang efektif dan produktif.

Para hadirin yang terhormat,

Pada kesempatan ini, saya diminta untuk menyampaikan poin-poin penting dalam konteks pembinaan penataan ruang di daerah.  Adapun beberapa poin utama yang ingin saya tekankan pada pertemuan kali ini adalah.

Pertama

Proses penataan ruang di daerah hendaknya merupakan manifestasi kehendak seluruh stakeholder, dan dapat menyerap seluruh aspirasi yang dilaksanakan secara terbuka dan bekerjasama dengan masyarakat.  Karena itu setiap proses penataan ruang haruslah dapat melibatkan dan dikomunikasikan langsung dengan masyarakat.

Kondisi yang berkembang saat ini, di beberapa daerah telah terdapat forum/kelompok inisiatif masyarakat yang mempunyai concern terhapap penataan ruang di wilayahnya.  Forum-forum ini menjadi basis yang kuat untuk mendapatkan informasi tentang “real demand” masyarakat dan bukan alat legitimasi “demokratisasi penataan ruang”.  Karena itu, saya menghadapkan agar setiap forum-forum yang berkembang dapat difasilitasi agar menjadi salah satu pilar dalam penataan ruang di daerah.   Pemerintah dalam hal ini adalah fasilitator untuk pencapaian community driven planning tersebut.  Namun demikian, fasilitasi tersebut secara konsisten tetap memperhatikan ide dan gagasan asli (genuine) yang bersumber dari para stakeholder.

Kedua

Dalam kaitan untuk men’deliver’ pelayanan publik, termasuk bidang penataan ruang, hendaknya tetap mengutamakan kualitas dan memahami apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.  Karena itu, standar-standar pelayanan minimum yang bersifat nasional, hendaknya menjadi dasar pegangan dalam pelaksanaan kerja.  Salah satu contoh  penting, hendaknya dasar pegangan dalam pelaksanaan kerja.  Salah satu contoh penting untuk tersebut adalah adanya pedoman standar pelayanan minimal untuk bidang penataan ruang dan permukiman yang dikeluarkan oleh Dep. Kimpraswil yang antara lain mencakup keharusan adanya RTRW Kota/Kabupaten dan RDTR pada kawasan strategsi.

Untuk mengetahui lebih tajam tentang kebutuhan pelayanan minimal tersebut, kami mengajak seluruh hadirin untuk ,mengamati secara langsung kondisi dan permasalaham penataan ruang di daerah dengan cara studi lapangan, supervisi, diskusi, dengar pendapat, dan  sebagainya.  Dengan melakukan hal tersebut, kita berharap bisa mendapatkan SPM yang betul-betul  sesuai dengan aspirasi riil masyarakat.

Ketiga

Daerah-daerah harus semakin mandiri dan maju dalam pengelolaan SDA-nya.  Keterbatasan SDA pada beberapa daerah hendaknya tidak menjadi penghalang bagi pelaksanaan otonomi daerah.  Keterbatasan SDA juga tidak dapat dijadikan alasan bagi perusakan lingkungan.  Karena iu, daerah harus kreatif dalam menggali sumber-sumber pendapatan lainnya dan harus segera digarap agar dapat menjadi  sumber pembiayaan pembangunan daerah.

Selain itu, peningkatan produktivitas dan efisiensi pengelolaan SDA harus ditingkatkan dalam bentuk peningkatan manajemen pembangunan daerah secara keseluruhan.  Kita telah menyadari bahwa dana-dana konvensional yang tersedia sangat terbatas, di sisi lain kita menghadapai permasalahan banyaknya kawasan dan kegiatan lainnya yang harus ditangani.

Keempat

Pemerintah daerah harus lebih melihat otonomi daerah dalam perspektif yang luas.  Hal-hal yang “beyond” otonomi daerah, seperti bagaimana upaya-upaya untuk meningkatkan sinergi antar daerah atau sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus segera menjadi perhatian dalam  pelaksanaan kegiatan sehari-hari.  Dalam kaitan tersebut, forum-forum koordinasi pembangunan antar daerah harus tetap diberdayakan untuk mengatasi permasalahan lintas daerah.

Pada kesempatan ini, saya tidak bermaksud mempertentangkan pendekatan yang bersifat top-down dengan bottom-up, pendekatan mikro dengan pendekatan makro, serta pertentangan antara kewenangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.  Saya hanya ingin menggaris bawahi pentingnya untuk memikirkan upaya-upaya untuk mengisi celah diantaranya (gap filling).  Karena itu, saya mengajak saudara-saudara untuk terus memikirkan upaya-upaya unuk menfasilitasi terwujudnya otonomi daerah secara transparan dan akuntabel.

Kelima

Pada era globalisasi, kita dihadapkan dengan kondisi dunia tanpa batas (berderless).  Dengan demikian, dapat terjadi interaksi langsung antara daerah-daerah dengan  negara luar, atau bekerjasama dengan negara lain.  Pada kondisi ini dituntut upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas pelayanan publik agar lebih kompetitif.   Kesiapan ituk kompetitif  tersebut, tentunya sangat bergantung pada kemampuan SDM-nya.  Karena itu pemerintah daerah harus sepenuhnya menyiapkan kemampuan profesional agar dapat kompetitif dan berinteraksi positif dengan negara lain.

Keenam

Dalam kaitan pelaksanaannya tugas sehari-hari, kita sering diharuskan untuk berinteraksi dengan bidang/profesi lain.  Karena itu, saya ingin menyarankan agar kita semua berkeinginan yang kuat untuk menggali informasi bidang-bidang lain yang terkait dengan profesi ke-tata ruang-an.  Pengetahuan tentang bidang-bidang teknis lainnya akan sangat mendukung kemampuan kita untuk memberikan pengayaan (enrichment) dan kontribusi positif dalam proses-proses penataan ruang.

Saudara-saudara yang saya hormati.

Pelaksanaan kegiatan “Temuwicara dan Penyebarluasan NSPM Bidang Penataan Ruang dan masukan Teknologi Bidang Kimpraswil” yang kita lakukan hari ini, merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas daerah dalam penataan ruang.  Sebagai pembina teknis penataan ruang daerah, setiap pejabat pmerintahan diharuskan memiliki kemampuan untuk melakukan pembinaan dan sosialisasi penataan ruang.

Pada kegiatan  ini akan menyegarkan kembali pemahaman kita mengenai penataan ruang.  Oleh karena itu kami mengajak pada hadirin untuk mencermati masukan-masukan dari para pemapar serta memberikan apresiasi kritis terhadap lontaran tersebut. Kami berharap para peserta sekalian dapat berinteraksi dua arah secara sinergi yang dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan kita semua.  Saya berhaarap fasilitas yang kita lakukan tidak terhenti sebatas aparat pemerintah di bidang penataan ruang, tetapi juga  kepada stakeholder terkait, seperti  kalangan asosiasi profesi dan masyarakat.

Kegiatan ini juga hendaknya juga dapat ditindak lanjuti dengan upaya-upaya diseminasi, pelatihan, pembinaan teknis, bantuan teknis, atau upaya  lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan penataan ruang di daerah.

Saya berharap bahwa poin-poin ini dapat berkembang lebih lanjut pada acara-acara yang selanjutnya dimana akan terdapat sesi-sesi materi maupun diskusi.  Setiap peserta tidak hanya merupakan pendengar, tetapi juga merupakan narasumber aktif.  Akhir kata, saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan “Temuwicara  dan Penyebarluasan NSPM Bidang Penataan Ruang dan masukan Teknologi Bidang Kimpraswil” ini, semoga materi-materi yang menjadi topik bahasan dapat bermanfaat bagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian.

Terima kasih atas kehadirannya.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
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